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. Mengingat

KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PURWAKARTA

bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Purwakarta sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
merumuskan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
di Kabupaten Purwakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Purwakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (LNRI Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



Memperhatikan

Menetapkan

10.

11

12,

13.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13
Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2019 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7
Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 259 Tahun 2021
Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 259);
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021
tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2021 Nomor 260);

. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.666-

DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan
Bupati dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa
kepada Camat;

. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.667-

DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan
Bupati dalam Evaluasi Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L
2.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.
Camat adalah Camat di KabupatenPurwakarta.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten
Purwakarta.



10.

11,

12,

13.

14.

Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Daerah
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan di Kabupaten Purwakarta.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan di KabupatenPurwakarta.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Desa tersebut.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimaaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan Desa.

Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah
desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan
APBDesa.

Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan
Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah
desa di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala
Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa
yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa  yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun
Anggaran 2022, meliputi:

a.

0T

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan
kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten;

prinsip penyusunan APBDesa;

kebijakan penyusunan APBDesa;

teknis penyusunan APBDesa; dan

hal khusus lainya.



(1)

(2)

Pasal 3

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
huruf a adalah kesesuaian antara program kebijakan
Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Prinsip penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan desa berdasarkan urusan dan
kewenangan desa;

2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan

3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal
yang telah ditetapkan dalam  peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :

4. penyusunan RKP Desa mulai bulan juni tahun
berjalan,;

5. penetapan RKP Desa paling akhir bulan
september;

6. penyusunan rancangan APB Desa mulai bulan
oktober tahun berjalan;

7. penetapan APB Desa paling lambat 31 desember
tahun berjalan;

8. laporan pelaksanaan APB Desa semester | paling
lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran
berjalan,;

9. perubahan RKPDesa dilaksanakan maksimal 1
kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam
keadaan luar biasa;

10. perubahan APB Desa dilaksanakan maksimal 1
kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam
keadaan luar biasa;

11. laporan realisasi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

kebijakan penyusunan APBDesa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ meliputi :

a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang
akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;

b. Capaian atau target Kkinerja, yaitu merupakan
ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang
berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;

c. Ketentuan pada huruf a dan huruf b di input
penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes); dan

d. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga
satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di
Daerah.



(4) Substansi APBDesa Pendapatan meliputi :

a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

1. hasil usaha;

2. hasil asset;

3. swadaya, partisipasi dan gotong royong atau
penerimaan dari sumbangan masyarakat
desa;dan

4. pendapatan asli desa lain, antara lain hasil
pungutan desa;

b. Pendapatan Transfer Terdiri atas :

1. Dana Desa

2. Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan
retribusi daerah;

3. Alokasi Dana Desa;

4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan
Belanja Pemerintah Provinsi;dan

5. Bantuan keuangan dari APBD.

c. Pendapatan Lain:

1. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang
berlokasi di Desa;

3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari
pihak ketiga;

4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan
di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

5. Bunga bank;dan

6. Pendapatan lain Desa yang sah.

(5) Substansi APBDesa Belanja Yaitu semua pengeluaran

yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan
disusun secara berimbang antara penerimaan dan
pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil
dari input dan output yang direncanakan yang
meliputi:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi
Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi
dalam sub bidang :

1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap,
tunjangan dan operasional Pemerintahan
Desa;

2. Penyediaan sarana dan prasarana
pemerintahan Desa;

3. Pengelolaan administrasi kependudukan,
pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan,
perencanaan, keuangan, dan pelaporan;

5. Sub Bidang Pertanahan.



(6)

(7)

b. Pelaksanaan pembangunan Desa, Klasifikasi
bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

1. Sub Bidang Pendidikan

2. Sub Bidang Kesehatan;

3. Sub Bidang Pekerjaan umum  dan
penataanruang;

4. Sub Bidang Kawasan permukiman;

5. Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan
hidup;

6. Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan
informatika;

7. Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral;

8. Sub Bidang Pariwisata;

c. Pembinaan kemasyarakatan Desa. Klasifikasi
bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub
bidang:

1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan
perlindungan masyarakat;

2. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan;
3. Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga;
4. Sub Bidang Kelembagaan masyarakat;

d. Pemberdayaan masyarakat Desa, Klasifikasi;
bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam
sub bidang:

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan;

2. Sub Bidang pertanian dan peternakan;

3. Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur
Desa;

4. Sub Bidang Pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga;

5. Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah;

6. Sub Bidang Dukungan penanaman modal;
dan

7. Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian;

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa. terbagi dalam sub bidang:

1. Penanggulangan bencana;
2. Keadaan darurat;
3. Keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dibagi dalam sub bidang sesuai dengan
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP
Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan
Desa:



Belanja pegawai meliputi :

1. digunakan untuk  penghasilan tetap,
tunjangan, penerimaan lain, dan
pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa
dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;

2. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan
setiap bulan Pembayaran jaminan sosial
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan dan kemampuan
APBDesa;

Belanja barang/jasa:

1. Belanja barang/jasa digunakan untuk
pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan.

2. Belanja barang/jasa digunakan antara lain
untuk:

a) operasional pemerintah desa;

b) pemeliharaan sarana prasarana desa;

c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/
bimbingan teknis;

d) operasional BPD;

e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
dan

f) pemberian barang pada
masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf
e) yaitu bantuan uang untuk operasional
lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga
untuk membantu  pelaksanaan  tugas
pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat desa;

4. Pemberian barang pada
masyarakat /kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf
f) dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan desa;

Belanja modal, Merupakan pengadaan barang
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan menambah aset untuk kegiatan
penyelenggaraan kewenangan desa;

Belanja tak terduga Merupakan belanja untuk
kegiatan penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan keadaan mendesak yang berskala
lokal desa dengan ketentuan :

1. bukan merupakan kegiatan normal dari
aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi berulang;dan

berada di luar kendali pemerintah desa

W N



€.

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan
yang perlu  dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya:

1. Penerimaan pembiayaan;

2. SiLPA tahun sebelumnya;

3. SiLPA meliputi pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap belanja;

4. penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan
yang belum selesai atau lanjutan.

5. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan
sumber dananya:

a) Pencairan dana cadangan;

b) Pencairan dana cadangan digunakan
untuk menganggarkan kebutuhan dana
cadangan yang selanjutnya dicatatkan
dalam penerimaan pembiayaan dalam APB
Desa; dan

c) Hasil penjualan kekayaan Desa yang
dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;

d) Hasil penjualan kekayaan Desa yang
dipisahkan dicatat dalam penerimaan
pembiayaan hasil penjualan kekayaan
desa yang dipisahkan,;

6. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) Pembentukan dana cadangan;

b) Pembentukan dana cadangan dilakukan
untuk mendanai kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat sekaligus dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran;

c) Pembentukan dana cadangan ditetapkan
dengan peraturan Desa.

d) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf c) paling sedikit memuat:

1) penetapan tujuan pembentukan dana
cadangan;

2) program dan kegiatan yang akan
dibiayai dari dana cadangan;

3) besaran dan rincian tahunan dana
cadangan yang harus dianggarkan;

4) sumber dana cadangan,;

5) tahun anggaran pelaksanaan dana
cadangan;

6) Pembentukan dana cadangan dapat
bersumber dari penyisihan atas
penerimaan desa, kecuali dari
penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan
peraturan perundang-undangan;dan

7) Penganggaran dana cadangan tidak
melebihi tahun akhir masa jabatan
Kepala Desa.



7. Penyertaan modal antara lain digunakan
untuk menganggarkan kekayaan pemerintah
Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa
untuk meningkatkan pendapatan desa atau
pelayanan kepada masyarakat:

a) Penyertaan modal merupakan kekayaan
Desa yang dipisahkan yang dianggarkan
dari pengeluaran pembiayaan dalam
APBDesa;

b) Penyertaan modal dan tata cara
penyertaan modal pada BUM Desa
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 4

(1) Dalam penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d Pemerintah Desa harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(2)

a.

sekretaris Desa menyampaikan Rancangan
peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala
Desa;

Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama
rancangan peraturan desa tentang APBDesa
paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya.
Peraturan desa tentang APBDesa  ditetapkan
paling lambat tanggal 31 Desember tahun
sebelumnya;

Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai
penjabaran RPJM Desa;

Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan
dan Rencana Anggara Biaya,

RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan
sebagai pelaksana kegiatan;

Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada
saat penyusunan RKP Desa;

RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa;

RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan;

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1
kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam
keadaan luar biasa;

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa
tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa
ditetapkan.

Standar Harga Satuan, dalam hal penganggaran dan
belanja desa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Rancangan peraturan desa tentang APB desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
disampaikan kepala desa kepada bupati melalui
camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
untuk dievaluasi.

Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman
dengan panduan evaluasi Rancangan peraturan desa
tentang APB Desa.

Penyampaian rancangan peraturan desa tentang
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :

a. Surat pengantar;

b. Rancangan Peraturan kepala Desa mengenai
penjabaran APB Desa;

c. Peraturan Desa mengenai APB Desa;

d. Peraturan Desa mengenai kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala desa;

e. Peraturan desa mengenai pembentukan dana
cadangan jika tersedia;

f. Perturan desa mengenai penyertaan modal, jika
tersedia; dan

g. Berita cara hasil musyawarah BPD.

Pasal 6

Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan / atau
aparat Desa terkait dalam evaluasi APBDesa.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam keputusan bupati dan disampaikan
kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja  terhitung sejak diterimanya rancangan
dimaksud.

Dalam hal bupati tidak memberikan hasil evaluasi
sebagaimana maksud pada ayat (2) Rancangan
peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan
RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan
menjadi peraturan Desa.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan
RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja
terhitung sejak diterima nya hasil evaluasi.



Pasal 7

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan
peraturan APB Desa kepada camat

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 8

Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang
telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi
peraturan Desa tentang APB Desa.

Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan
pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.

Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang
APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 9

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB
Desa kepada masyarakat melaui media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat :

a. APB Desa;

b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang
melaksanakan kegiatan; dan

c. Alamat pengaduan;

Pasal 10

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB
Desa apabila terjadi :

a. Penambahan dan /atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih
perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang
akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar bidang antar sub bidang, antar
kegiatan dan antar jenis belanja; dan

d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun
anggaran berjalan;

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam
keadaan luar biasa.



(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati mengenai
pengelolaan Keuangan Desa.

(4) Perubahan APB desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai
perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP
Desa.

Pasal 11

(I) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan
terhadap peraturan Kepala Desa tentang perubahan
penjabaran APB Desa sebelum rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila terjadi:

a. Penambahaan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. Keadaan yang menyebabkan harus segera
dilakukan pergeseran antara objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun
sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan
dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) kepala desa memberitahukan kepada BPD mengenai
penetapan peraturan kepala desa tentang perubahan
penjabaran ABP Desa dan selanjutnya disampaikan
kepada bupati melalui surat pemberitahuan mengenai
peraturan kepada desa tentang perubahan penjabaran
ABP desa.

Pasal 12

Ketentuan mengenal penyusunaan peraturan desa
mengenai APB Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 4
sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penyusunaan peraturaan desa mengenai
perubahaan APB Desa.

Pasal 13

Format dan kelengkapan tentang APB Desa tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.



BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 23 Sep&enjzer 2022

BUPATI PURWAKARTA,

RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

pada tangeal 28 Sgp&,embﬁ" 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN

BERITA DA H KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR EE



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

.

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

: PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA

C | Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

KEPALA DESA iNama Desa)
KABUPATEN/KOTA .. INama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA  (Nama Desal
NOMOR .. TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGOARAN

DEXNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desal.

Menimbang a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagal wujud
dan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnyva kemakmuran

masyvarakat Desa.

b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ... termuat  dalam Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

vang disusun sesua dengan kebutuhan penvelenggaraan
pemerintahan  Desa  berdasarkan prinsip  kebersamaan,
efistensi. berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakann  pemermtahan dan  pembanpunan menuju

masyarakat yvang adil, makmur, dan sejahtera

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran
Mengingat
...dan seterusnya
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa|

dan
KEPALA DESA {(Nama Desa)



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA . ... TAHUN ANGGARAN . ..

Pasal |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... dengan penncian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa R covcsccassswaaanna
2. Belanja Desa R
Surplus /Defisit R csonssicsssiinainis
3. Pembiavaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan  Rp. ...,
b Pengeluaran Pembiayaan  Rp. . ..
Selisih Pembiavaan (a-b)  Rp....ciinn
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran vang merupakan bagian tak terpisahkan
dan Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a APB Desa.
b. daftar penvertaan modal, jika tersedia.
¢. daftar dana cadangan. jika tersedia: dan
d.daftar kegiatan vang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya. jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagal landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan  bencana. keadaan darurat, dan
mendesak.

(2] Pendanaan kegatan sebagaimana dimaksud pada avat
(1] menggunakan anggaran  jems belanja tidak
terduga.

(3 Pemerintah  Desa  dapat  melakukan  kegiatan
penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan
mendesak vang belum tersedia anggarannva. yvang
selanjutnva diusulkan dalam rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APB Desa.

(4] Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktwitas
pemerintah  Desa dan tidak dapat  diprediksi
sebelumnya:

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,

¢ berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Desa:



d. memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka ;x‘mulihan vang disebabkan oleh
kejadian vang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial: dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal o
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tahun berjalan:
b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya
kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui. memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa... ....(Nama Desa|.

DirstEpkandl ..o

pada tanggal

KEPALA DESA . (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa).
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



C.2 Forma! APB Desa

Contoh

LAMPIRAN
PERATURAN |
NOMOR
TENTANG

IESA
TAHUN

ANGGARAN PENDAPATAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

RODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
Rp

SUMBER DANA

l 2 3 B 3
i b i A
i PENDAPATAN
} PADesa
4 Transfer
4 Pendapatan lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN
5 BELANJA
l Penvelengraraan Pemenntahan Desa
! Penvelengzaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemernintahan Desa
] 1 | ol Penvediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
| Lol s Belanja Pecawal
| } Administras) Kependudukan, Pencatatan Sipil
Staustik dan Kearsipan
l 3]0l Pelavanan administrast umum dan
kependudukan (Surat Pengantar/Pelavanan KTFP.
Rartu Keluarga. dll)
l 3ol s Belanja Barang dan Jasa
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 Pendidikan
2 05 Pembaniunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar




2 l 5N BE 1 JBelan;a Modal
] Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak
5 Penanggulancan Bencana
5 ! 5 | < |Belanja Tak Terduga
all Readaan Darurat
5 5 | 4 |Belana Tak Terduga
dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /IDEFISIT
bt PEMBIAYAAN
t 1 JPencnmaan Pembiavaan
6 | 2 |Pengecluaran Pembiavaan
SELISIH PEMBIAYAAN
Kepala Desa
Keterangang Cara Pengisian
Rolom | diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegatan
a bidang.
b. sub hidang: dan
¢. Kegiatan
Kolom 2 diisi berdasorkan klasifikas: ckonomi terdin dart Pendapatan, Belana dan
Pembiavaan
Baman pendapatan dust
a. pendapatan, dan
b. kelompok pendapatan
Baman Belana dusi
a. Belanja: dan
b jenis belanja (disesuaikan dengan jenus Kegiatan|
Bagian Pembiavaan dus:
a. Pembiavaan.
b Kelompok pembiavaan
Rolom 2 dusi uraian Pendapatan. Belanja dan Pembiavaan {nomenklatur dan kode
rekening lthat lampiran A Permendagri i)
Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
holom 5 dust sumber Dana dust dengan Sumber Dana vang digunakan dalam

kegatan (kolom | .c) terkan



D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA. . {(Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... INama Desa)
NOMOR .. TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Menzingat

Menctapkan

TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA. . (Nama Desa).

bahwa schbaza: pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun . tentang Anegaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran .. maka periu menvusun Peraturan Kepala
Desa  tentang  Penjabaran  Angearan  Pendapatan  dan Belanja
Desa. ...INama Desa) Tahun Anggaran :

1.
2 =
3.

.dan scterusnya:

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. . TAHUN ANGGARAN

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
. terdini dan:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Ash Desa Rp..

b. Transfer Rp..

¢ Lan-lain Pendapatan yang sah Rp .
Jumlah Pendapatan Rp..

2. Belama Desa

a. Bidans Penyelenggaraan Pemerimtah Desa Rp e

b. Bidang Pembangunan & « S—

¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RP..ooiiriaaanns

o Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp..

. Bidans Penangeulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa Rp.. ... .



Jumlan Belanja Bp...
surplus /{Defisit) Rp..

3. Pembuvesan Desa

a Penecrimaan Pembiavaan Rp . i
b Pengelunaran Pembiisyvaan Rp
Sehisth Pemblavaan (a - b | Rp

Pasal 2
Uramn lebih Janput Pengabaran Angsaran Pendapatan dan Belania
Desa  sebag: ma  dimaksud dalam Pasal 1 tercantum  dalam
Lampiran vang merupakan bagan tak terpisahkan dan Peraturan
Kepala Desa i

Pasal 3
Peiaksanaan Penjabaran Aneggaran Pendapatan Belanja Desa vang
ditetapkan dalam  Peraturan im dituangkan  letih lanjut  dalam
Dokumen Prlaksanaan Anggaran (DPA] vang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seks: pelak=sana Keglatan anggaran

Fasal 1
Peraturan Kepala Desa ini mulal berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar setiap orang dapatl mengetahu, memenntahkan pengundangan

Peraturan Kepalo Desaani densan penempatannya dalam Berita Dresa
INama Desal

Ditetapkan di
pada tanggal
REPALA DESA INama Desa
tanda tangan
NAMA
Diundangkan i
poada tangaal
SEKRETARIS DESA INama Desal,
tanda tanegan

NAMA

BERITA DESA . (Nama Desal TAHUN NOMOR



't f NRKEPFALAL
NNk TAHUN
TENT AN

PENJARARAN ANGGARAN PEXDA

AN BELANIA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

i |

- ST Smeis L b . KELUARAN /OUTPUT JANGGARA
KODE REKENING RALAN GUAR
RATAN VOLUME | SATUAN N
1 - 3 3 - n
b a ] |
4 PENDAPATAN
411 PAllesa
4 Hasil usaho
1 Obvele Pendapatan
$ | 2 Transfer
N ] Dana Desa
: 3 Pendapstan lain-Lun
] 3 1 Hasil Kerasama
i i paton
IUMLAH PENDAPATAN
5 BELANJA
Penvelenegaraan Pemenntahan
Desa
' clenggar a
Penghasilan Tet nEan r
Operasionial Pemnerintalian Desi
(L} Penyediaan Penghastan Tetap dan
Tunpangan Kepala Desa
i 5 Belanja Pregawa
1 Joijsjigi Penghasilan Tetap & Tunjunean
Kepala Desa
(1] 5 1 1 Rincian Obvek Helanua
Admin Kependudukan
Pencatatan Sipil. Statistik dan
Rearsiparn




0] Pelavanan admimistras: umum
dan kependudukan iSurat
Peneantar/Pelavanan KTP. Kartu
Keluarga, dll)

Oig 212 Belania Barang dan Jasa

Gij 22 Belania Jasa Honoranum

Rincian Obyek B
Pelaksanaan Pemt n L

15 151 I" 1l

1an

L5 i Helania Modal

05] 5 11 4 Belania Modal Gedung dan

5] s 1 3 Rincian Obvek Belanja
Penangeulanzan Bencana
Kes arurat dan Mendesak
Pe 1N

L) Pe I

i 5 3 e

il 5 3 Jiu B

M = } OO 00
JUMLAH BELANJA

RPLLS /{DEFISIT
I HAYAAN
Penenmaan Pemblay
T B

i

SELISIH PEMBIAYAAN

ara Pengsian

berdasarkan Kias

ifik

asi Bidang Keguitan

snata

Helana ¢




Rolom 3
Kolom 4

wm

Kolom

Kolom 6
Kolom 7

Bagian pendapatan dus:

a Pendapatan

h kelompok pendapatan

¢ jenis pendapatan: dan

d obvek penrdapatan

Bagian Belanga dist

a. belanja.

b. jemis belanja idisesuaikan dengan jenis Kegiatan),

© obyek belanga dan

d. nncian obyck belanja.

Bagian Pembuavaan dusi

a pcmbiavaan.

b, kRelompok pembiayaan, dan

¢. jenis pemblayvaan
Uralan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lihat Lampiran A Permendagn i)
Volume dusi dengan volume gumlah) output kegiatan (Kolom | o} dan velume (umlah)
input pada nnclan obvek belama (Kolom 2.d)
Saman diisi dengan satian output (paket. unit. km, Ha) keglatan dan satuan jpaket. umg)
input pada nncian obvek belana
Anggaran diusi dengan jumlah angaran vane ditetapkan
Sumber Dana dusi dengan Sumber Dana vang digunakan dalam Kegatan (kelom 1.c) terkan



Lembar Evaluasi APB Desa
Kabupaten /Kota
Kecamatan

Desa
Kesesualan
No Aspek/ Komponen Periksa Alatr Venfikasi Keteran
Ya Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas
Apakah semua dokumen evaluasi telah
ditennma dari Desa secara lengkap
1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan aturan. 3 hari setelah
tentang APB Desa atau Rancangan Perdes BPD Pembahasan dan disepakat: bersama. Perdes
tentang Perubaham APB Desa dilakukan Penyvepakatan Perdes tentang APB | tentang APB Desa/Perdes tentang
tepat waktu Desa/Perubahan APB Desa (lihat Perubahan APB Desa harus
tanggal keputusan) diajukan kepada Bupati/Walikota
atau camat untuk dievaluasi
1.3 Apakah BPD telah menvepakati Rancangan Keputusan hasil Musvawarah Berdasarkan Permendagn
Perdes tentang APB Desa/ Rancangan BPD Pembahasan dan mengenat BPD
Perdes tentang Perubaham APB Desa Penvepakatan Perdes tentang APB
Desa/Perubahan APB Desa

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi: dan Legalitas




2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa
2.1 Umum
2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang RKP Desa atau RKP Perubahan
APBDes /Perubahan APB Desa disusun tahun berkenaan
berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan
tahun berkenaan
2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah
sesual dengan peraturan Perundang-
undangan
2.2 Pendapatan
2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan
realistis
2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa vang Perdes terkait PADesa (misal
bersumber dan Pendapatan Asli Des Perdes tentang Pungutan, dll)
rasional dan realistis, serta didapatkan
secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa
2.2 3 | Apakah estimasi pendapatan Desa vang
bersumber dar Dana Transfer rasional dan
realistis
2.3 Belanja
2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah
sesual dengan peraturan Perundang-
undangan
2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai Perbup/Perwal tentang Daftar
dengan Kewenangan Desa Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yvang
dilakukan lebih darn 1 (satu) tahun anggaran
imultivears)
2.3.4 | Apakah belanja Desa vang ditetapkan dalam
APB Desa paling banvak 307, dipergunakan
[ untu
1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat
Desa.
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Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah
SilPA tahun sebelumnya telah digunakan
seluruhnva.

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret vang tidak sesu:
e Untuk disetujui Bupati Nama

e Untuk Diperbaiki Desa Jabatan
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F 2. Format Pcrubahan Ansecaran Pendapatan dan Belanja Desa

Contoh

RUBAHAN ANGGARAN
PEMERIN-
TAHUN ANC

iGARAN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA

KODE

REKENING

SEMULA

MENJADI

URAIAN ANGGARAN IRp )

U RAIAN

ANGGARAN (Rp |

BERTAMBAH
IBERKURANG)

SUMBER DANA

b

3 Fo

4]

[

-

Cara pcnEisian
I dusa

.uhpip

ol I e

-~
w A
e g

-

I

P

densan
dengan
densan
densan
densan
dengan
dengan

dengan

kode rekening berdasarkan klasifikas: bidangs kesmtatan

kRode rekening berdasarkan Klasifikasit ckonomi
scluruh uraian scbelum pecrubahan

anagaran scbelum poerubahan

seluruh uraian setelah perubahan

anggaran scteclah perubahan
becsaran jumlah anggaran yvang berubah

sumber dana

Kepala Desa.
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Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan
perincitan sebagai berikut
l. Pendapatan Desa R v

2. Belanja Desa
a. Bidang Penvelenggaraan Pemerintah Desa Rp............... .. ..
b Bidang Pembangunan Desa BD s ooviimanuisinmnnisais
Bidang Pembinaan Kemasvarakatan Desa Rp ... ... .

c.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  Rp............. ...
e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa Rp. oo,
Jumlah Belanja D i
Surplus/Defisit

3 Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Bp cnasvimnnin
b. Pengeluaran Pembiayvaan Rp.__
Selisih Pembiavaan(a-b)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam
lampiran Peraturan Desa ini vang terdini dan
a. Lampiran 1 : Laporan Keuangan,
b Lampiran II : Laporan Realisast Kegiatan Peniode 01 Januar -

31 Desember Tahun Anggaran. ...
¢. Lampiran Il : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnva vang masuk ke Desa.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
vang tidak terpisahkan darn Peraturan Desa i,

Pasal 4
Peraturan Desa mi mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui. memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh
Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada fanggal . ouauin

KEPALA DESA (Nama Desa).
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desal.

tanda tangan

NAMA
LEMBARAN DESA . [Nama Desa) TAHUN ... NOMOR



T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN |
PERATURAN DESA
NOMOR . TAHUN. .
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

APB DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
Tahun Anegaran 20x!

Daftar s

| Laporan Realisasi APBDes
I'Catatan Atas Laporan Keuangan

A Informasi Umum

B.Dasar Penyajian Laporan Keuangan

C.Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
| Rekonstliasi SILPA dan Kas
2 Pendapatan Ash Desa
3 Dana Desa
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Dacerah
5 Alokasi Dana Desa
6 Bantuan Keuangan Propinsi
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kkota
8 Pendapatan Lain lain
O Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
# Belania Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
# BelanjaBidang Pemberdavaan Kemasyaratan Desa
# Belanja Bidane Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
# Belana Desa dalam Klasifikas: Ekonom:
7 Belania Desa dalam Klasifikas: Sub Bidang (Fungsi|
# Pcmbiavaan
= Asct Desa
# Penvertaan Modal Desa
L

Lampiran
Lampiran | - Rincian Aset Tetap Desa
LEMPIEN 2+ .. cnaosmmammsmimmsmies

halaman

- - - - - - - S - - - - S

L - -

-



T T
1 Realinas

AP Diens

LAMORAN REALISASI APR DESA
PEMERINTAH DESA AR
Recamatan KEM
Rabupaten XYZ
TAHUN ANGUOARAN 2ux!

tletih
R« Vagparan Realisas: A o
Kurang
PENDAPATAN
Pendag Azl Desa <2 AXX XXX AXN NXN NXX
Pendapatan Tragiater
Dana Desa ‘ NN XXX NN NNX NXX
Ragian de ha=il p ibusi [Jaerah LA AXX AN XXX NNY XXX
Aakass Dana e C 5 ANK NN NXX AN XX
Bantuan Keu (R NN XXX NNN AKX XXX
Bontuan Keuangan B £ A kota ' NN XXX NN XXX AKX
Pendapatan Lain Laun C 8 AN NNN XXX XXX AN\
NN XXX X NN XXX N ONXY
LY €15 NN XXX NN OARN NNX
a1 IS AN LN NN ANY XX
ClldanCl5 XXX XXX NN XXX NXX
Clddan Cl XX XXX XN XXX XXX
i s rydanp L i AXN NXX AN XXX 5%
C 14 N ONXX XXX X XXX AXNX X XXX
XX XXM NN XXX Y
PEMBIAYAAN [
Prner AXX XXX XXX XXX XK
i sibiava AXX XXX KN AKX XXX
' ANONNY XX XXX XN
SILPA TAHUN BERJALAN NN NXXN XX
Lihiat € I akai bay vangt g . P (RTS




T.2 b. Format Catatan Atas Laporan Kcuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

A

B

Informas: Umum

Femernintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM. Kabupaten XYZ Scsual dengan Keputusan
Bupat: No Tanggal . saat i Kepenzurusan Pemerintahan Desa ABC

1. Kepala Desa - XXXXX

2 Sckretaris Desa YYYYY

3. Bendahara Desa © ZZZZZ

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di . Desa ABC. Kecamatan KLM, Kabupaten

Dasar Penvajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes scsuar basis kas dengan dasar harga
perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat
kas dikecluarkan dan telah bersifat definitf

Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rckonsiliazi SILPA dan Kas
SILPA 1ahun anggaran 20x! NXN
Mutas: Potongan Pajak
Salde Awal Peniode Potongan Pajak vic belum disctor ke Kas Negara
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan

- Sctoran Pajak ke Kas Negara sclama tahun anggaran berjalan

Saldo Axhir Periode Potongan Pajak v belum disctor ke Kas Negara XX
Saldo Kas per 31 Desember 20x1 X.AXX
e Tt S

2. Pendapatan Ashi Desa
Pendapatan Asli Desa terdin dan

Anggaran Realisas: I_Ld“'h'l
Kurang
Pendapatan Asl: Desa terdin dari

a. Hasil Usaha XXX XXX OO0 XXX XXX
b Has:il Aser XXX XXX XXX XXX XXX
¢ Swadava, partisipas:, dan Gotonz Rovong AKX XXX AXX XXX XXX
d. Lain-lain PADes vang sah XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penenmaan desa vang diperoleh darnt APBN. Jumlah penenimaan Dana Desa
sclama tahun anggaran 20x! adalah scbaizai berikut

(Lebihy/
Anggaran Realisas: : I
Rurans
ey
Tahap 1 XXX XXX XXX XXX XXX
Tahap 2 XXX XXX XXX XN XXX

XXX XXX XXX XXX X




Baman dar hasil pajak dan Retribusi Dacrah

Penerimaan Desa vang berasal dan Baman dan hasil pajak dan Retribusi Dacrah adalah scbaga
" Lebih)
Aniggaran Realisas) , ;
Kurang

EETEesne—. SESeSSeETao  pCEsSSEnESTaemossm
Tahap | XXX XXX XXX XXX XX

Tahap 2 XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX. XXX XXX XXX XXX

Alokas) Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa vang berasal dan Alokas: Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut

. {Lebshy
Anggaran Realisas ;

Tahap | XXX XXX XXX XXX XXX
Tahap 2 XXX XXX XXX XXX XXX
XNX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX

Bantuan Keuangan Propins
Penerimaan Desa vang berasal dan Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagar beikut
{Lebih)

Anggaran Realisas) i
xurang
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX NXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX

Bantuan Keuangan Kabupaten /kota

Penerimaan Desa vang berasal dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebaga
; {Lebih)
Anggaran Realisasi _

Qloans
XXX XXX XXX XXX XX
XXX XXX O XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdini dan

{Lebihi/
Anggaran Realisas:

) . kurang
Penernimaan dan hasil kerjasama antar Desa XXX XXX XXX XXX XXX
Penenimaan dan hasil kerjasama Desa dengan prhak

ketiga XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan dar bantuan perusahaan vang berlokasi

di Desa XXX XXX XXX XXX XXX
H:bah dan sumbangan dan pihak ketiga XXX XXX NN XXX XAX
Koreks: kesalahan belanja tahun-tahun anggaran

scbelumnya yang mengakibatkan penenimaan di kas

Desa XXX XXX XXX XXX XXX

Bunga bank XXX XXX XXX XXX XXX

Lain-lain pendapatan vang sah XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahanr Desa

Belanja untuk Bidang Penvelenegaraan Pemenntahan Desa terdin dan
- - 3



Belanja Pegawat
Belamja Barang dan Jasa
Belanja Modal

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdin dan

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

gZaran

~

XXX XXX
XXX NXX
XXX XXX

Realisasi

XXX XXX
XXX XXX
ANX XXX

{Lebih|

'rcnr.m'i'

XXX
XXX
XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX

Anggaran

Realisas

'-.I- “ .

XXX XXX
XXX XXX

XXX XXX
XXX XXX

NN XXX

XXX XXX

Belanmja untuk Bidang Pembinaan Kemasvarakatan Desa terdin dari

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Moedal

12. Belamga - Bidang Pemberdayaan Masyvarakat Desa

(Lebihj

Belama untuk Bidang Perberdavaan Masvarakat Desa tezdug dag

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

13, Belanja

Sclama tahun 20x!. Pemerintahan

anggaran

keadaan darurat sebagal benkut

14. Belanja Desa dalam klas:ifikast ckonomi

Desa

Anggaran Realisasy .
s
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
; {Lebih)
Anggaran Realisasi s
kurang
XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

NAX

XK. XXX

XXX XXX

XXX

melakukan

Bidans Penanculanzan Bencana. kheadaan Darurat dan Mendesak Desa

penansgulangan

bencana dan

Jumlah belanja dalam klasifikasi ckonomi adalah scbagal berikut

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Jaminan Keschatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa

Tunjangan BFD

Belanja Barang dan Jasa

. (Lebih)
Anggaran Realisas) G
_!-\:1..1."1;_
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX NXX XXX XXX
{Lcbih)

Angzaran

Realisasi

Kurang
T —— e P ST S e S———— *

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX
XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

NN XXX
XXX XXX

X

XXX

XXX
XXX

XXX XXX

XXX XXX

XX




Belanja Barang Perlengkapan Kantor XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Jasa Honorarium XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Operasional Aparatur Desa XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Jasa Sewa XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Operasional Perkantoran XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Pemeliharaan XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Barane dan Jasa yvang Discrahkan kepada
Masyarakat XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Madal
Belanga Modal Pengadaan Tanah XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Peralatan. Mesin, dan Alat Berat XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Kendaraan XXX XXX XXX XXX XXX
Belania Modal Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX X
Belanja Modal Jalan XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Jembatan XXX XXX NN XXX XXX
Belanja Modal Ingas:/Embung /Air Sunaa/Drainase XXX NN XN XXX XXX
Belanja Modal Jannazan /Instalas XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal lainnyva XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
15 Belanja Desa dalam klasifikas: Sub Bidang (Fungs:
Anggaran Realisasi i.l‘cmhl".
Kurang
. Bidang Penvelenggaraan pemernintahan Desa
Sub Bidang Penvelengraraan Belanja Penghasilan XXX XXX XXX, XXX NXX
Tetap. Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
Sub Bidang Sarana dan Prazarana Pemerintahan XXX XXX XXX XXX XXX
Desa
Sub Bidang Administras: Kependudukan, XXX XXX XX XXX XXX
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja Pemenntahan. Perencanaan, XXX XXX XXX, XXX XXX
Keuanzan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan XXX XXX XXX XXX XXX
Sub Bidang Keschatan XXX XXX NXX. XXX XXX
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang XXX XXX XXX XXX XXX
Sub Bidang Kawasan Permukiman XX XXX XXX XXX NXX
. Sub Bidang Kchutanan dan Lingkungan Hidup XXX XXX XXX, XXX XXX
Sub Bidang Perhubungan. Komunikasi, dan XX XXX XXX. XXX XXX
Informatika
Sub Bidang Encri dan Sumber Dava Mincral XXX XXX XXX XXX XXX
Sub Bidang Paniwisata XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
Bidang Pembinaan Kemasvaratan Desa
Sub Bidang Ketenteraman. Ketertiban Umum. dan XXX XXX XXX XXX XXX
Pelindungan Masyvarakat
Sub Bidang Kebudavaan dan Keazamaan NXX XXX XX XXX XXX
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga AN XXX XXX XXX XXX

Sub Bidang Kelembagaan Masyvarakat XXX XXX XXX XXX XXX



XXX XXX XXX. XXX XXX

Belanja - Bidang Pemberdavaan Masvarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan XXX XXX XXX XXX XX

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan XXX XXX XXX XXX XX

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa AXX XXX XXX XXX AXX

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, XX XXX XXX XXX XXX

Perliindungan Anak dan Keluarga

Sub Bidang Koperast., Usaha Mikro Kecil dan XXX XXX XXX XXX XXX

Mencngah (UMKM|

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal AXX XXX XX XXX XXX

Sub Bidang Perdagangan dan Penndustrian XXX XXX XXX XXX XXX
AXX XXX XXX XXX XXX

Belania - Bidang Penangulangan Bencana. Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana AXX XXX XXX XXX XX
Sub Bidang Keadaan Darurat XXX XXX XXX XXX XXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak XXX XXX XXX XXX ANX
XXX XXX NXX XXX XXX
Pembiavaan
Jumlah netto pembiavaan tahun anggaran 20x] adalah scbaga berikut
i 1%} i
Anggaran Realisasi "L”'m"
Kurang
Penerimaan Pembiavaan R ey XXX
Pengeluaran Pembiayaan XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan Pembiavaan terdin dan
1 SILPA tahun anggaran sebelumnya XX XXX XXX XXX XXX
2 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX XXX XXX XXX
3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa vang dipisahkan XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
Pengeluaran Pembiavaan terdin dan;
. Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX XXN XXX X
2 Penvertaan Modal Desa XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
7. Asct Desa
Perolchan aset desa adalah sebagai berikut.
20x0 20x] Penambahan
{Pensuranzan)
Tanah XXX XXX XXX XXX XXX
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat XXX XXX XXX XXX XXX
Kendaraan XXX XXX XXX XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XX
Jalan XXX XXX XXX XXX XXX
Jembatan XXX XXX XXX XXX XXX
Irigast/ Embung/ Air Sungai/ Dramnase XXX XXX XXX XXX XXX
Jaringan/Instalas XXX XXX XXX XXX XXX
Asct Tetap lainnya XXX XXX XXX XXX XXX
nonstrukst dalam Peneerjaan XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikas: diatas dapat dilihat pada lampiran



Penyertaan Modal Desa

Pernvertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagan benikut.

BUMDes XXX
BUMDes YYY

20x0

20x1]

Penamhbahan
D . ran
|Fengurangan

XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

AN XXX
XXX XXX
XXX XXX

XX
XX
X

XXX XXX

XXX XXX

XXX
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.+ Forma! Program Scktoral, Program Daerah, dan Program Lainnva Yang Masuk Ke Desa

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN REALISAST APH

DESA

PROGRAM SEKTORAL. PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINXYA YANG MASUK KE DESA

_\ BUPATI PURWAKARTA, v\l

ANNE RATNA MUSTIKA



